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ABSTRAK 
 

Wajib lapor bagi pengungsi dari luar negeri kepada Rumah Detensi Imigras 

khususnya di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, menimbulkan permasalahan 

tersendiri dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui dan 

menjelaskan pelaksanaan wajib lapor bagi pengungsi kepada Rumah Detensi 

Imigrasi Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, untuk mengetahui dan 

menjelskan hambatan dalam pelaksanaan wajib lapor bagi pengungsi kepada 

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, serta untuk mengetahui dan menjelaskan 

solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan wajib lapor bagi pengungsi 

kepada Ruah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

hukum sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi 

Pekanbaru dengan alasan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan wajib 

lapor bagi pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, baik secara 

internal ditinjau dari berbagai aspek seperti peraturan perundang-undangan, sarana 

dan prasarana, dan sumber daya manusia, maupun secara eksternal. Kesimpulan 

dari penelitian ini, yaitu: Pertama, Pelaksanaan wajib lapor bagi pengungsi kepada 

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yaitu 

sebagai bentuk pengawasaan keimigrasian terhadap seluruh pengungsi yang 

berada di tempat penampungan / akomodasi untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap pengungsi dengan menggunakan kartu identitas khusus pengungsi yang 

diberikan setiap tahun. Akan tetapi terdapat beberapa pengungsi yang pergi 

meninggalkan akomodasi/ tempat penampungan sehingga pengungsi tersebut 

tidak melaksanakan wajib lapor serta proses wajib lapor masih dilaksanakan 

secara manual serta keterbatasan sumberdaya manusia menjadi hambatan dalam 

sehingga pelaksanaan wajib lapor bagi pengungsi masih berjalan dengan 

memakan waktu yang sangat lama. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan wajib 

lapor bagi pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi terdapat pada fasilitas dan 

infrastrukur serta jumlah sumberdaya manusia. Ketiga, solusi mengatasi hambatan 

dalam pelaksanaan wajib lapor bagi pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi 

agar dapat berjalan dengan cepat, ringkas dan memudahkan, akan jauh lebih baik 

apabila terdapat suatu sistem yang terintegrasi/digitalisasi sistem wajib lapor yang 

dapat memudahkan pelaksanaan wajib lapor bagi para pengungsi, menambah 

jumlah sumberdaya manusia, serta menempatkan pengungsi pada suatu tempat 

tertentu dan tidak terpisah sehingga dapat memudahkan pelaksanaan wajib lapor 

bagi pengungsi. 
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